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|. PERKEMBANGAN MONETER DAN KEUANGAN NEGARA

1.1 Laju Inflas

Lgu inflas pada bulan Jduni 1999, yang dihitung berdasarkan perubahan indeks harga
konsumen (IHK) dari 44 kota kembai menunjukkan inflas negatif (deflas) sebesar -0,34% . Lgju
inflad ini jauh lebih rendash dibandingkan inflas yang terjadi pada bulan yang sama tahun
sbdumnya yang mencapa  4,64%. Ini berati untuk petama kadinya ddam sgarah,
perekonomian Indonesa mengdami deflas ddam empa bulan berturut-turut, masing-masing
buan Maret (0,18%), April (-0,68%), Mé& (-0,28%), dan Juni (-0,34%). Dengan demikian lgju
inflas tahun anggaran 1999/2000 menunjukkan inflas negatif sebesar 1,30%, jauh lebih rendah
dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,29%.

Gambar 1

Perkembangan Laju Inflasi Bulanan 1996-1999 (dalam persentase)
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Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen Keuangan, 7 Juli 1999

Lgu inflas ddam enam bulan pertama tahun 1999 (Januari-Juni 1999) tercatat sebesar
2,73%, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan lgu inflas periode yang sama tahun 1998
yang mencapal 46,55%. Seperti pada bulan Mea 1999, penyumbang utama terjadinya deflas pada
bulan Juni 1999 addah menurunnya IHK tiga kelompok pengduaran, yaitu: kedlompok bahan
makanan sebesar minus 1,15%, kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau
sebesar minus 0,02%, dan kelompok sandang sebesar 1,24%. Sedangkan empat kelompok
pengduaran lainnya mash menunjukkan kenaikan harga, yaitu kdlompok perumahan, kelompok
keschatan, kelompok pendidikan, rekreas dan olahraga, dan kelompok transportas dan
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komunikas.

|.2 Perkembangan M oneter

Sampa  dengan awa Juli 1999, kinerja perekonomian Indonesa menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan yang ditanda oleh inflas negetif sdama empa bulan
berturut-turut sgak bulan Maret 1999, menguatnya nilai tukar rupish dan menurunnya suku
bunga.

a. Nilai Tukar

Ratarata nila tukar rupiah (kurs spot antar bank) terhadap dolar Amerika pada bulan Juni
1999 mencapal Rp7.339/USD, aau mengua 636 poin dibandingkan dengan rata-rata bulan
sebdumnya sebesar Rp7.975/USD.

Gambar 2
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (Me 1998 — Juni 1999)

16.000
14.000 //l
12.000 \! :
10.000 1~ / \'\ <
8.000 \'\' ﬂm’*\l

6.000

- - - &--- Interbank buy —— Interbank sell

4.000

2.000

Mei- Jun  Jul Agt Sep Okt Nop Des- Jan- Feb Mar Apr Mei Jun-
98 98 99 99

Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen
Keuangan, 7 duli 1999

Nila tuker terkua sdama bulan Juni terjadi pada tanggad 28 Juni 1999, yaitu pada kurs
Rp6.640/USD. Sedangkan nila tukar terlemah terjadi pada tanggd 3 Juni 1999 pada kurs
Rp8.170/USD. Sementara itu pada awa bulan Juli 1999 (sampa dengan tanggd 5 Juli 1999),
rataratanilai tukar rupiah di pasar spot antar bank addah Rp7.188/USD.

b. Perkembangan Uang Primer, M1, dan M2

Sampa dengan tanggd 30 Juni 1999, jumlah uang primer mencagpa Rp77,35 triliun atau
meningkat Rp1,01 triliun dari bulan sebeumnya Kenaiken jumlah uang primer ini tercermin
pada meningkainya uang kertas dan logam yang diedarkan sarta sddo giro pada Bank
Indonesia, masing-masing sebesar Rp0,14 triliun dan Rp0,89 triliun. Sedangkan giro sektor
svaga mengdami  penurunan sebessr Rp 0,02 triliun.  Dilihat dari  faktor yang
mempengaruhinya, kenaikan uang primer pada periode tersebut antara lain disebabkan oleh
adanya ekspang kredit likuiditas.
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Sementara itu, sampai dengan akhir bulan Me 1999, jumlah uang beredar (M1) mencapai Rp
103,30 triliun, nak Rp 259 triliun (26%) dai bulan seébelumnya. Peningkatan ini
dipengaruhi oleh naiknya uang gird sebesar Rp2,61 triliun sedangkan uang kartd mengdami
penurunan sebesar Rp0,02 triliun.

Uang kuas pada akhir bulan Me 1999 mengdami peningkatan sebesr Rpl2,53 triliun
(24%) dari bulan ssbdumnya sehingga menjadi Rp524,96 triliun. Peningkatan jumlah uang
beredar sebesar Rp2,59 triliun dan uang kuas sebesar Rpl12,53 triliun tersebut, menyebabkan
likuiditas perekonomian (M2) mengdami peningkatan sebesar Rpl5,12 triliun, sehingga
posisinya pada Me 1999 mencapal Rp628,26 triliun atau nalk 25% dari bulan ssbelumnya
yang mencapal Rp613,14 triliun.

c. Suku Bunga

Sairing dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan berkurangnya tekanan inflas, suku bunga
SBI jangka wakiu satu bulan, suku bunga Passr Uang Antar Bank Overnight (PUAB/ON),
dan suku bunga deposito ddam tiga bulan terakhir terus mengalami penurunan. Ha ini
sgdan dengan perkiraan Bank Indonesia bahwa suku bunga SBI pada akhir tahun 1999 akan
mencapal 17 —20%.

Pada awad bulan Juli 1999 (per 7 Juli 1999), suku bunga SBI jangka waktu satu bulan,
kembai mengdami penurunan menjadi 17,15% dibandingkan minggu sebelumnya sebesar
18,84%. Tingkat bunga antar bank juga menunjukkan penurunan yang Sgnifikan.
Berdasarkan data Pusat Informasi Pasar Uang BI, rata-rata bunga overnight per 7 Juli 1999
adalah sebesar 15,69%, turun dibandingkan hari sebelumnya (15,94%). Demikian pula suku
bunga deposito baik bank pemerintah maupun bank swasta berjangka waktu 3 bulan masing-
masing turun 2,95 poin persentase dan 3,12 poin persentase, sehingga masing-masing
menjadi 20,00% dan 17,52%. Perkembangan suku bunga di ddam negeri dapat diliha pada
Gambar 4.

Gambar 3

Suku Bunga SBI, Deposito, dan LIBOR 1997-1999
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Juli 1999

Keterangan: Bulan Juni sampai Septermber 1998 penjualan Bl (3 bulan) sementara dihentikan
Penurunan suku bunga SBI ini sgdan dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia untuk
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mdanjutkan pelonggaran likuiditas secara berhati-hati sesuai dengan target-target moneter
yang telah ditetapkan. Membaiknya kondis moneter ini diharapkan dapat memberikan
sentimen positif pada proses pemulihan perekonomian nasiond secara berkesinambungan.

d. Cadangan Devisa

Poss Cadangan Devisa Bruto Bank Indonesa per 30 Juni 1999 meningkat sebesar
USD929,8 juta dibandingkan dengan poss pada tanggd 31 Me 1999 sshesar USD25.967,3
juta sehingga mencapai USD26.897,1 juta Sementara itu poss Cadangan Devisa Bersh
yang merupekan pods Cadangan Devisa Bruto dikurangi Kewgiban Luar Negeri Bruto
shesr USD9.639,2 juta dan Giro Vdas Bank Umum pada Bank Indonesa sebesar
USD843,7 juta serta ditambah Net Forward Pogtion sebessr USDO menghasilkan posis
sehesar USD16.414,2 juta atau setara Rpl123,1 triliun, Dibandingkan dengan posis cadangan
devisa bersh bulan ssbdumnya, terjadi peningkatan sebesar Rp3,6 triliun.  Peningkatan
cadangan devisa bersh ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari ekspor migas dan
reimbursement pinjaman luar negeri. Poss cadangan devisa bersh sebesar USD16.414,2 juta
tersebut masih berada di atas NIR yang ditargetkan dalam letter of intent sebesar USD15,2
miliar.

[.3 Perkembangan APBN 1999/2000
Bebergpa pokok kehijaksanaan yang mendasari penyusunan APBN  1999/2000 addah
sebagal berikut:
1. Jaing Pengaman Sosid (JPS) tetgp merupakan prioritas utama anggaran pembangunan
1999/2000.
2. DIP/Dokumen yang dipersamakan TA 1998/1999 untuk program-program JPS diperpanjang

masa berlakunya sampa dengan akhir Juni 1999 untuk mengamankan kesinambungan
pelaksanaan JPS.

3. Peranan daerah ditingkatkan dengan:
= Meningkatkan pors anggaran pembangunan yang didaerahkan;
= Médimpahkan berbaga kegiatan yang terpusat ke daerah;
" (I;/Iergherdwkm pemrosesan  DIP/Dokumen yang dipersamakan sgauh mungkin  kepada
aeran,

=  Memasukkan faktor sumbangan sumber dam yang tak terbarukan (non-renewable) dan
Pendapatan Adi Daerah (PAD) ddam perhitungan adokas pendanaan (block grants)
untuk deerah;

= Memadukan berbagai bantuan Inpres menjadi dana pembangunan daerah (proping,
kabupaten/kota, dan desa);

= Memadukan dan menyempurnakan berbaga program penanggulangan kriss menjadi
Program Perluasan JPS dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Meningkatkan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan pembangunan.

Sampa dengan tanggd 30 Juni 1999 peaksanaan APBN tahun anggaran 1999/2000
menunjukkan perkembangan sebaga berikut:

(1) Redisad penerimaan negara mencepa Rp53.012,6 miliar atau 24,1% dari APBN tahun
anggaran 1999/2000, dengan perincian:

» Redisas penerimaan ddam negeri mencapal Rp34.163,7 miliar atau 24,0% dari rencana
ddam APBN tahun anggaran 1999/2000, terdiri dari penerimaan migas sehesar
Rp4.274,2 miliar atau 204% dari rencana ddam APBN tahun anggaran 1999/2000 dan
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penerimaan nonmigas sebesar Rp29.889,5 miliar atau 24,7% dari rencana daam APBN
tahun anggaran 1999/2000.

Redisas penerimaan luar negeri mencagpai Rpl8.848,9 miliar atau 24,4% dari rencana
ddam APBN tahun anggaran 19992000, terdiri dari penerimaan pinjaman program
sebesar Rp15.128,2 miliar dan penerimaan pinjaman proyek sebesar Rp3.720,7 miliar.

(2) Redisas pengduaran negara mencapa Rp38.198,3 miliar atau 17,4% dai rencana dadam
APBN tahun anggaran 1999/2000, dengan rincian sebagai berikut:

Redisas pengduaran rutin mencgpai Rp27.029,8 miliar atau 19,7% dari rencana daam
APBN tahun anggaran 1999/2000.

Redisas pengdluaran pembangunan mencapal Rpl11.1685 miliar aau 135% dari
rencana ddam APBN 1999/2000, terdiri dari pembiayaan rupiah sebesar Rp 7.447,8
miliar adau 14,2% dai rencana ddam APBN tahun anggaran 1999/2000 dan bantuan
proyek sebesar Rp3.720,7 miliar atau 12,4% dari rencana daam APBN tahun anggaran

1999/2000.

Sdengkapnya mengena  penerimaan maupun pengeluaran negara tahun anggaran 1998/1999 dan
19992000 dapat dilihat padatabe 1 dan 2.

Tabel 1
Penerimaan Negara, 1998/1999 — 1999/2000 (dalam miliar rupiah)
1998/1999 1999/2000
Jenis Penerimaan appy | Redlisas | wReal | oo | Realisas | 7 Re
s.d 30/6/98 | thd APBN s.d 30/6/99
APBN

A. Penerimaan Dalam Negeri 149.302,5 28.500,1 19,1| 142.203,8 34.163,7 24,0
I. Minyak Bumi dan Gas 49.711,4 6.830,9 13,7 20.965,0 3.274,2 20,4
Alam

1. Minyak Bumi 32.908,6 3.1298 95 124434 16313 131

2. Gasdam 16.802,8 37011 22,0 8.521,6 26429 310
Il. Di Luar Minyak Bumi

dan GasAlam 99.591,1 21.669,2 21,8| 121.238,8 29.889,5 24,7

1. Pgak Penghasilan 25.846,2 11.144,0 431 40.626,0 15.375,7 378

2. Pgjak Pertambahan Nilai 28.940,0 6.148,6 21,2 345974 7.310,2 21,1

3. Pgak Bumi dan 34110 537,6 98 3.247,0 612,1 20,7

Bangunan

4, Pgak Lainnya 540,0 1.461,2 1838 564,5 2.505,1 247

5. BeaMasuk 5.494,9 475,3 504 2.950,3 605,6 233

6. Cukai 7.755,9 445,0 130 10.160,0 617,0 19,0

7. Pajak Ekspor 942,8 96,7 17,9 25945 113,6 20,1

8. Penerimaan Bukan Pgjak 26.660,3 1.360,8 51 26.449,1 2.750,2 104

9, LabaBersih Minyak - - - - - -
B. Penerimaan Pembangunan 114.585,6 4.255,3 37| 77.400,0 18.848,9 24,4
|. Bantuan Program 74.044,7 - - 47.400,0 15.128,2 319
I1. Bantuan Proyek 40.540,9 4.255,3 10,5 30.000,0 3.720,7 124

JUMLAH 263.888,1 32.755,4 12,4| 219.603,8 53.012,6 24,1

Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen Keuangan, 7 Juli 1999
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Tabel 2

Pengeluaran Negara, 1998/1999 — 1999/2000 (dalam miliar rupiah)
1998/1999 1999/2000
Jenis Penaeluaran . . % Real. . . | % Real.
g APBN 5%6237228 thd APBN S%egg ,2"}39 thd
) APBN ) APBN
A. Pengeluaran Rutin 171.205,1 24.661,8 14,4 137.155,5 27.029,8 19,7
|. Belanja Pegawai 24.781,4 6.443,7 26,0 33.569,1 9.184,8 27,4
1. G§ji dan pensiun 19.120,0 52779 276 26.824,9 7.889,4 294
2. Tunjangan beras 18724 148,0 79 2.087,1 287,1 138
3. Uang makarvlauk pauk 14844 365,7 24,6 2.106,9 794,6 37,7
4. Lan-lain bdanja pegawa 11546 455,0 394 14899 163,3 11,0
DN
5. Belanjapegawa LN 1.150,0 197,1 171 1.060,3 50,4 48
Il. BelanjaBarang 11.425,1 1.233,8 10,8 11.039,0 1.600,4 14,5
1. Belanjabarang DN 10.059,7 12199 121 10.006,8 1.501,8 15,0
2. Bdanjabaang LN 1.3654 139 10 1.032,2 98,6 96
. Subsidi Daerah 13.289,7 3.557,1 26,8 19.497,6 5.536,9 28,4
Otonom
1. Belanja pegawai 12.606,5 34029 27,0 18.696,8 5.364,1 287
2. Bdanjanon pegawa 683,2 154,2 22,6 800,8 1728 216
V. Bunga dan Cicilan 66.236,4 12.985,5 19,6 44.810,9 8.660,2 19,3
Hutang
1. Ddam negeri 1.940,1 - - 380,1 230 6,1
2. Luar negeri 64.296,3 12.985,5 20,2 44.430,8 8.637,2 194
V. Pengeluaran Rutin 55.472,5 441,7 08 28.238,9 2.074,5 73
Lainnya
1. Subsidi BBM 27.534,0 - - 9.985,8 - -
2. Lan-lan 27.9385 441,7 16 18.253,1 2.074,5 11,2
B. Pengeluaran Pembangunan 90.338,9 5.977,4 64 82.448,3 11.168,5 13,5
I. Pembiayaan Rupiah 49.798,0 1.722,1 33 52.448,3 7.447,8 14,2
1. Departemen/Lembaga 14.397,0 548,3 38 14.022,5 660,5, 47
a Depatemean/Lembaga 13.4939 456,8 34 12.758,2 656,5 51
b. Hankam 9031 915 82 1.264,3 40 03
2. Pembiayaan bagi daerah 13.806,3 11291 82 16.129,3 980,8 6,1
3. Pembiayaan pemb. 21.594,7 47 02 22.296,5] 5.806,5 26,0
lainnya
a Subsdi Bunga Kredit 3.957,6 02 00 3.701,0 - -
Program
b. Restrukturisas 15.000,0 - - 17.000,0 51254 30,1
Perbankan
c.Lan-lan 2.637,1 445 09 15955 681,1, 427
I1. Bantuan Proyek 40.540,9 4.255,3 10,5 30.000,0 3.720,7 12,4
JUMLAH 261.544,0 30.639,1 11,6 219.603,8 38.198,3 17,4

Sumber: Laporan Perkembangan Moneter dan Keuangan Negara Departemen Keuangan, 7 Juli 1999
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|.4 Perkiraan Perkembangan Moneter dan Keuangan Tahun 1999

Dengan tekenddinya lgu inflas, sabilnya nila tukar Rupigh dan menurunnya suku
bunga serta munculnya tanda postif membaiknya kegiatan ekonomi akhir-akhir ini, kondig
perekonomian Indonesia dihargpkan akan terus menunjukkan tanda-tanda yang menunjukkan
pemulihan ekonomi. Secara kesdluruhan daam tahun 1999 produk domestik bruto (PDB) akan
tumbuh pada kissan —2% hingga 0%. Untuk tahun fiskd 1999/2000 lgu pertumbuhan PDB
diperkirakan akan menunjukkan angka positif.

Hingga akhir tahun 1999 tekanan inflas diperkirakan mash akan tetap rendah. Secara
tahunan lgu inflad diperkiraken akan mencapal kisaran 10% hingga 13%. Perkembangan
berbaga faktor balk dai S99 permintaan maupun Ss penawaran beum menunjukkan indikas
terjadinya  ketidekseimbangan yang dapat meningkeatken tekanan-tekanan kenaikan harga. Dari
S9 ekdernd, ha tersebut didukung pula oleh perkiraen rendahnya lgu inflas dunia dan harga
barang-barang impor yang cenderung menurun.

Perkembangan permintsan agregat diperkirakan masih reatif lemah sehingga tekanan
inflas dari 99 permintaan juga akan tetap rendah. Sumber pertumbuhan masih akan bertumpu
pada konsums dan investas pemerintah sehingga defist fiska diperkirakan akan mencapai 3,7%
dari PDB. Sebaliknya kegiatan investas sektor swasta diperkirakan baru akan sedikit meningkat
stdah semester 11 tahun 1999.  Sementara itu, permintaan luar negeri bersh diperkirakan
memberikan sumbangan negatif terhadap pembentukan PDB. Hd ini sgdan dengan perkiraan
masih lemahnya ekspor, khususnya non migas, sementaraimpor diperkirakan mula meningkat.

Dari 99 penawaran, tekanan inflad mash akan rendsh. Hd ini berkaitan dengan
perkiraan meningkatnya pasokan yang berasd dari produks pertanian dan perbakan jaringan
digribus serta mash rendahnya pemanfastan kapasitas produks. Tekanan inflas dai sSg
penawaran juga bedum mengkhawatirkan mengingat mash rendahnya pemanfastan kapasitas
produks meskipun diperkirakan akan meningkat terutama mula kuarta akhir 1999. Hd ini akan
sangat berkaitan dengan bagamana proses pemulihan akses pembiayaan dari sektor perbankan
dan restrukturisas keuangan dunia usaha.

Perkembangan di S5 eksernd diperkirakan tidek banyak memberikan tekanan terhadap
perkembangan hargaharga di ddam negeri. HA ini berkaitan dengan dStuas ekonomi moneter
internasiona yang cenderung membaik, seperti tercermin pada pertumbuhan ekonomi dunia yang
diperkirdkan meningkat dengan tekanan inflad yang rdatif rendah. Perkembangan pasar
keuangan dunia juga diperkirakan relatif stabil dan suku bunga cenderung menurun.

Berdasarkan perkembangan postif di aas, arah kebijakan moreter untuk bulan-bulan
mendatang addah peonggaran likuidites secara berhati-hati dengan tetap memperhatikan target
moneter yang telah ditetapkan. Dengan memperkirakan lgu inflad tahun 1999 sekitar 10 — 13%
dan ruang untuk melonggarkan besaran moneter hingga akhir tahun, maka suku bunga SBI
diperkirakan akan cenderung menurun hingga pada akhir tahun 1999 mencapai sekitar 17 — 20%.
Kehdti-hatian tersebut di atas perlu dilakukan mengingat masih adanya unsur Kketidekpastian pasca
pemilu tanggd 7 Juni 1999 srta adanya kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federa Reserve
Board Amerika Serikat.

Kecenderungan penurunan suku bunga diharapkan dapat mendukung pula upayaupaya
yang terus dilakukan untuk mempercepat penyehatan perbankan. Di samping dapat meringankan
beban negative spread perbankan, penurunan suku bunga ini dihargokan dapat  mendukung
penanganan kredit bermasdah dan keberhasilan program resirukiurisss perbankan. Sdain itu,
penurunan suku bunga tersebut dihargpkan juga akan mempermudah dan memperlancar proses
penydesaian utang luar negeri perusshaan swasta yang sudah mulai menunjukkan perkembangan
pogitif akhir-akhir ini. Dengan demikian berbagai langkah kebijakan tersebut dihargpkan dapat
menciptakan suatu sinergi yang dapat mendukung pemulihan perékonomian nasond di masa
yang akan datang.
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[I. EKONOMI RAKYAT & PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
[1.1. Ekonomi Rakyat

Politik ekonomi nasiond diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasiond agar
terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya serta terbentuknya keterkaitan dan
kemitraan yang sding menguntungkan dan sding memperkuat antar pelaku ekonomi  yang
meliputi usaha kecil, menengah dan koperas, ussha besar swasta dan BUMN. Pengusaha
ekonomi lemah harus diberi prioritess dan dibantu ddam mengembangkan usaha serta segda
kepentingan ekonominya agar dapat mandiri ddam pemanfastan sumber daya dam dan akses
kepada sumber dana.

Di samping pembinaan profesonaisme sdah satu dukungan yang sangat diperlukan oleh
pengusaha kecil, menengah dan koperas addah penyediaan kebutuhan modd usaha guna
mendorong pengembangan ussha dan investas. Menyadari ha tersebut dengan berlandaskan
pengembangan ekonomi rekyat ddam mengatas kriss dan upaya pemulihan kegiatan ekonomi,
pemerintah menyelenggarakan 17 skim kredit program (bersubsidi) yang meliputi kredit program
untuk koperas (Kredit Ussha Teni/KUT, Kredit kepada Koperas dan Kredit kepada Koperad
Primer untuk AnggotanyaKKPA), kredit program untuk usaha perkebunan, Kredit untuk
Pemilikan Rumah (KPR), Kredit untuk Pengussha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit untuk
Pengentasan  Kemiskinan (KPTTG), Kredit untuk Koperas Pengusaha Kecil dan Menengah
(KMK-UKM). Redisas bantuan modad usaha medui skim kredit program terssbut di atas
sampai dengan April 1999 tdah medebihi nila Rpl4 triliun. Lebih dari 50% disergp oleh koperas
terutama Kredit Usaha Tani (Rp4,5 triliun) dan Kredit kepada Koperas Primer untuk Anggotanya
(Rp2,1 triliun) penyergpan tersebut meningkat lebih dari sepuluh kdi dibanding tahun-tahun
sebelumnya

Ddam rangka medakukan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rekyat yang
berkesnambungan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38/1999 untuk
membentuk P.T Permodadan Nasond Madani yang kegiatannya meliputi jasa pembiayaan dan
mangemen, penydenggaraan pemberian kredit sesua program pemerintah sarta kegiatan lainnya
yang mendukung kegiatan terssbut ddam rangka pengembangan koperas ussha kecil dan
menengah. Penyertaan modal negara pada P.T PNM saat pendiriannya addah sebesar Rp300
miliar sebaga kekayaan negara yang dipisahkan yang berasd dari APBN 1998/1999.

[1.2. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Ddam rangka penyelamatan, pemerintah sgak tahun 1997/1998 tdah melaksanakan
progran Jaring Pengaman Sosid (JPS), program ini merupakan upaya yang bisa ditempuh
melaui berbaga bidang intervens maupun kegiatan agar masyarakat tidek semakin terpuruk,
sehingga secara bertahap mampu mengangkat kondis sosid ekonominya sendiri. Pengertian JPS
ini dapat dibagi ddam dua jenis, yaitu JPS krisis dan JPS kronisklasik. JPS krisis addah upaya
menolong kelompok masyarakat miskin yang terpuruk akibat kriss ekonomi, sedangkan JPS
kronigklask addah program-program perlindungan masyarekat yang lebih bersfa jangka
panjang.

Secara umum tujuan program JPS adalah untuk:

1. Memulihkan kecukupan pangan yang terjangkau oleh masyarakat miskin

2. Menciptakan kesempaian kerja produktif dan meningkatken pendapatan, dan daya bei
masyarakat miskin

3.  Meningkatkan kesgahteraan masyarakat miskin

4. Memulihkan pdayanan sosa dan ekonomi bagi masyarakat miskin

5. Memulihkan kegiatan ekonomi rakyat.

Ddam redisas kegiatannya, program JPS ditempuh melalui empat program aau bidang
intervensi:
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a Program ketahanan pangan, yang diarahkan urtuk menjamin tersedianya bahan makanan
yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Daam beberapa kasus di daerah, Bappenas tdah
merancang agar diversfikes konsums pangan diperhatikan dan disesuaikan dengan budaya
dan karakterigtik daerah.

b. Progran padat karya dan penciptaan lapangan kerja, yang diarahkan untuk memberi
kesempatan kerja sduas mungkin dalam kegiatan ekonomi produktif. Pola padat karya ini
dimaksudkan untuk menciptekan daya bei bagi mereka yang menganggur, sehingga
membantu  kemampuan mereka untuk membeli  kebutuhan pokoknya, mengurangi angka
pengangguran, serta mendorong usaha produktif yang dapat berlanjut setelah program ini
berakhir.

c. Program perindungan sosd, yang diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat
terhadgp fadlitas pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidiken. Dalam bidang
kesehatan, antara lain ditempuh meldui bantuan pengadaan obat-obatan langsung ke setigp
puskesmas, maupun fadlites pedayanan kesehatan lainnya Daam bidang pendidikan,
program diarahkan agar anek didik tidek perlu putus sekolah, sehingga dapat
mempertahankan tingkat partispas pendidikan yang sudah dicgpai. Upaya ini dilakukan
melaui berbagal bantuan langsung untuk meringankan biaya pendidikan, dari tingkat SD
sampai SMU.

d. Program pemberdayaan ekonomi rakyat, meldui pengembangan industri kecil dan menengah.
Program ini diarahkan untuk menumbuhkembangkan kembdi kegiatan ekonomi rakyat,
terutama untuk kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah, serta koperasi.

Di lgpangan kegiatan ini meiputi Opered Pasr Khusus, Dana Bantuan Operasiond
(DBO) untuk murid SD hingga SMU, beasisva untuk SD hingga SMU, Penanggulangan
Pengangguran Pekerja Terampil (P3T), Penang-gulangan Dampak Kekeringan dan Masdah
Ketenagakerjaan (PDKMK), dan Padat Karya Sektor Kehutanan (PKSK), program Pemberdayaan
Dagrah untuk Mengatas Dampak Kriss Ekonomi (PDM-DKE), sata proyek Lembaga
Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM).

a. Program Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan dilaksanakan meaui empat rancangan kegiatan, yaitu
penyedisan cadangan pangan, bantuan pangan meadui Operas Pasr Khusus, intensfikas
produksi pangan, serta subsidi modal dan pupuk.

Opearad Pasyr Khusus (OPK) sebaga sdah satu kegiatan utama addah  kegiatan
penyaduran bahan pangan pokok (beras) kepada keluarga miskin untuk memenuhi  kebutuhan
pangan pokoknya, dengan harga yang murah dan jumlah serta waktu yang telah ditentukan daam
rangka mencegah kondis kduarga rawan pangan ke tingkat yang lebih parah. Untuk tahun
1999/2000, pemerintah telah memutuskan meneruskan progran OPK Beras. Kdanjutan program
OPK tahun 1999/2000 addah sebaga upaya ddam mengatas rawan pangan keluarga ddam
rangka ketahanan pangan.

Terdgpat bebergpa penyesuaian yang mendasar ddam program OPK  1999/2000, yaitu
pertama, kduarga sasran penaima OPK  addah kduarga Pra Sgahtera dasan  ekonomi,
Keluarga Sgahtera | dasan ekonomi berdasarkan data BKKBN, yang ditetapkan Pemda setempat.
Kedua, dikoordinaskan pemerintah dagrah, sgak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan pengawasannya dari ftitik distribus sampai ke kdlompok sasaran, dapat mengikutsertakan
pihak-pihak yang dipandang perlu seperti perguruan tinggi/LSM, maupun lembaga masyarakat
lannya Ketiga, peningketan pemantauan dan peaporan. Keempat, mendukung kelancaran
pelaksanaan OPK, diperlukan soddisad. Kelima, adanya perangkat dan mekanisme ddam rangka
penyampaian dan penanganan keluhan.

Jumlah plafond kdluarga penerima OPK tahu 1999/2000 diperkirakan sebesar 17,50 juta

KK. Penetgpan keluarga sasaran OPK beras merupakan tanggung jawab Pemda setempat dengan
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mempertimbangkan saran dan pendgpat berbaga pihak, sebaga hasil verifikas dan vaidas
ingdand terkait dan hasl musyawarah dengan masyarakat setempat sgak dari Tingkat Desa
sampal dengan Kecamatan, Dati Il dan Dati | sehingga benar-benar objektif. Sdanjutnya apabila
ada perubahan, maka revis dari jumlah penerima OPK tersebut dimungkinkan untuk direvis
stigp tiga bulan. Sebaga acuan pdaksanaan OPK tahun 1999/2000 telah disiapkan Pedoman
Umum oleh Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura dan juga Petunjuk Pelaksanaan oleh
Badan Urusan Logidik. Sdanjutnya masng-masing daerah, dihargpkan segera mengeluarkan
Petunjuk Teknis.

Untuk mengdiminas terjadinya penyimpangan operasond OPK, dilakukan mddui
penyebaran informas di masyarekat serta gparat dan penyeenggaraan penanganan keluhan,
ddam rangka penanganan daerah khusus, pemda setempat dgpat mengusulkan kebijaksanaan
khusus di daerah dan mengkoordinasikannya ke pusat untuk mendapat persetujuan.

Redisas pdaksanaan OPK Beras TA 1998/1999 (periode Juni 1998 g/d Maret 1999
mencapai  1.054.898,7 ton beras. Sedangkan redisas penyauran beras pada TA 1999/2000
periode bulan April §d Juli 1999 mencapai 487.970,3 ton.

Pdaksanaan Proyek Percontohan OPK-Swadaya Masyarakat (OPK-SM) teah
dilaksanekan di 10 kelurahan oleh LSM PaRaM dan LSM Agrikarya di 2 kdurahan. Redisas
OPK-SM yang dilaksanakan oleh LSV PaRaM ddam periode mingguan hingga bulan Juni 1999
telah mencapai tota penyaluran sebesar 454.485 kg untuk 19.441 KK pemegang kartu pangan.
Dibandingkan dengan rencana dokes sebesar 550.684 kg untuk 19441 KK, maka redises
tersebut telah mencapai 82,5% dari rencana.

Pelaksanaan proyek percontohan ini menggunakan bantuan 700 ton beras dari WFP dan
berlangsung sdama dua bulan (April dan Me 1999). Dadam rangka transparans maka proyek
percontohan ini telah dievduas bersama oleh Tim yang terdiri dari WFP dan indans terkait
(Meneg. Pangan dan Hortikultura, Bulog dan Pemda DKI) pada bulan Juni. Direncanakan
program OPK-SM &kan diperluas di lima kota besar yaitu Jabotabek, Bandung, Semarang,
Yogyakarta dan Surabaya Penyedisan sumber beras berasd dai WFP sebesar 83.000 ton
meayani + 500000 KK rawan pangan dan rawan sosid diprioritaskan di daerah kumuh
perkotaan.

Bebaga kegiatan di ddam Program Ketahanan Pangan ini dimaksudkan agar produks
pangan kembdi meningkat, sehingga masyarakat dengan mudah dapat memperoleh kebutuhan
dasarnya berupa bahan makanan dengan harga yang terjangkaul.

b. Program Padat Karya dan Penciptaan Lapangan Kerja

Program padat karya dan penciptaan lapangan kerja ini dilaksanakan pada wilayaht
wilayah yang mengdami kontrakd pertumbuhan ekonomi yang parah terutama sektor industri
dan jasa (deerah urban) dan perdesaan yang gagd panen dengan penduduk miskin yang terpuruk
akibat kriss ekonomi sebagal sasaran utamanya. Kegiatan yang dilaksanakan ddam program ini
addah kegiagan yang dapat menyergp tenaga kerja yang besar, mampu memeihara tingkat
pelayanan sosa dan ekonomi masyarakat.

Program ini dilaksanakan dengan berbagal kegiatan yang mdiputi:
=  Program Padat Karya Khusus (padat karya kehutanan, P3T dan padat karya desa-kota atau
PDK-MK). Redisas penyergpan tenaga kerja (ddam HOK) tdah mencgpa 57,49 juta HOK
atau sekitar 77,81 % dari target. Penyauran dananya secara kesdluruhan mencapai sekitar Rp.
787,65 milyar atau sekitar 66,6 % dari target.

=  Program Padat Karya Sektor (Padat Karya Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan : PKPS,
P3P, Suplemen, PDK-MK, PPK, P3DT). Redisss sampa awd bulan Me 1999 jumlah
tenaga yang sudah terserap addah 49,27 juta HOK aau 49,27 % dai yang ditargetkan.
Sementara penya uran dana telah mencapai sekitar Rp. 1,14 Triliun atau 69,90 % dari target.
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= Progran Pemberdayaan Dagrah untuk Mengatas Dampak Kriss Ekonomi (PDM-DKE).
Secara kesduruhan redisas pencairan dana BLM per desa yang telah diterima di 27 proping
addah skitar 8579 % dai totad BLM (ratarata nasona) aau sekitar  Rp.
1.332.673.101.000.-

Pendekatan peaksanaan program ini bervarias, mula dari yang top-down (padat karya
kePU-an, pada karya desa kota, padat karya kehutanan, pelatinan tenaga terampil), sampai
kepada yang didasarkan kepada kemampuan masyarakat bottomrup (P3DT, PPK, dan PDM-
DKE).

Ddam PDM-DKE sgem dokas dana dilakukan secara terbuka dengan menggunakan
kriteria aokator jumlah penduduk miskin (jumlah keluarga prasgahtera dan sgahtera 1) dan
penganggur di setigp kabupaten/kota berdasarkan data yang ada di BP S dan BKKBN. Cara yang
sama dilakukan pula untuk dokas bagi desalkelurahan. Sedangkan di desalkelurahan dikendi
anggota masyarekat yang menjadi sasaran JPS, yaitu yang miskin tanpa sumber penghasilan atau
yang sumber penghasilannya menurun drastis dan pengusaha kecil yang terpuruk. Keputusan
masyarakat dilakukan daam musyawarah desalkelurahan anggota masyarakat desalkelurahan
yang bersangkutan.

Program PDM-DKE ini memberikan kesempatan dan kemampuan kepada mesyaraket
atau kelompok masyarekat di perdessan/kdurahan kota untuk memilih kegiatan yang paling tepat
menurut keadsan desa dan kebutuhan masyarakainya untuk membantu anggota masyarakat yang
terpuruk akibat krisis ekonomi. Berbaga kegiatan yang dapa dilakukan di desa dapat membantu
memdihara tingkat pendapatan yang memada dan membangkitkan kegiatan ekonomi rakyat
miskin di pedesaan, sekaligus memdihara tingkat pedlayanan sosa dan fisk pedesaan, seperti
perbaikan sduran air kotor, penyediaan ar bersh, peningkatan jdan desa, dan adukungan moda
baru untuk yang putus usaha

Filihan kegiatan dan jenis ustha serta sasaran atau target group ditentukan secara
musyavarah oleh kdompok penduduk desa yang terorganisr meldui lembaga maesyarakat di
desa, misalnya LKMD. Mereka dibantu oleh fasilitator di desalkelurahan menurut pilihan mereka,
dan fadlitator di kecamatan dan konsultan mangemen di kabupaten/kotamadya yang dipulih oleh
Tim Koordined tingkat kabupaen/kota Dadam PDM-DKE, pemerintah desa (Lurah) dan
pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pendukung sgja

Program yang mirip PDM-DKE addah program P3DT dan PPK yang direncanakan
bukan untuk periode penyelamatan sga tetapi lebih bersfa jangka panjang dan oleh karena itu
Iebih rumit rancangannya

Dengan dilaksanakannya berbaga kegiatan di ddam program ini, maka dihargokan
kemampuan daya beli masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di perdessan meningket, roda
perekonomian rakya kembai bergerak, dan fungs saana dan prasarana sosd  ekonomi
meningket.

c. Program Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosid ditujukan untuk memeihara pelayanan kesehatan dan
pendidikan bagi keluarga miskin yang terpuruk karena dampak krisis ekonomi.

Dengan program ini, dampak kriss ekonomi yang sangat terasa dengan meningkatnya
harga kebutuhan hidup termasuk biaya sekolah dan obat-obatan sehingga tidak terjangkau oleh
banyak keluarga miskin dapat dikurangi. Kegiatan dalam program perlindungan sosia meliputi:

= Subsidi untuk oba-obatan dan bebergpa perdatan medis yang diimpor agar harganya
tajangkau oleh masyarakat

= Pemberian Dana Bantuan Operasiond (DBO)

*  Pemberian beasiswa dan makanan tambahan anak sekolah

= Pdayanan kesehatan gratis dan makanan tambahan gratis bagi ibu dan anak bdita
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Bessswa dan makanan tambahan diberiken kepada anak sekolah. Mereka juga
dibebaskan dari uang sekolah dan segda pembayaran sekolah. Di samping itu disediskan pula
bantuan untuk panti asuhan dan anak jadanan. Pada tahun 1998/1999 jumlah murid SD yang
menerima beasswa sebanyak 4,3 juta murid mula dari SD sampa universitas. DBO diberikan
kepada lebih dari 131 Ribu sekolah dan universitas di sdluruh Indonesia atau sekitar 60 % dari
jumlah sekolah.

Secara kesdluruhan redlisas penyerapan beasswva dan Dana Bantuan Operasiond (DBO)
addah Rp. 365517.023.712,- (Tahap 1) dan Rp. 158.102.961.000, (Tahap Il) serta Rp.
4.603.245.000,- (Tahap I11 dan IV).

Untuk ibu dan anak bdita dari keluarga miskin yang terpuruk diberikan pengobatan gratis
dan tambahan gizi di Puskesmas. Sementara itu sluruh anggota keluarga miskin mendapat kartu
sehat untuk berobat gratis di Puskesmas.

Makanan tambahan diberiken kepada bayi dan bdita yang saat ini berjumlah 24 juta
jiwa Setigp bayi dan anak mendapat 100 gram makanan dan diberikan 34 kdi sehari sdlama 90
hari. Makanan tambahan untuk bdita usa 25-60 bulan (4,2 juta jiwa) yang berasda dari kdluarga
miskin memerlukan Rp.306,8 miliar.

Dengan program ini dihargpkan drop-out dari anak-anak kedluarga miskin yang terpuruk
karena kesulitan ekonomi dan kekurangan gizi tideak terjadi, biaya pelayanan kesehatan lebih
terjangkau, dergat kesehatan masyarakat miskin dapat ditingkatkan.

I1l. PERKEMBANGAN HARGA DAN PENGADAAN BAHAN POKOK PANGAN
IIl1.1. Beras

Harga raa-rata beras medium secara nasiond pada bulan Juni 1999 addah sebesar
Rp2.784,67/kg aau nak 0,30% dibanding dengan harga pada bulan Me 1999 yang tercatat
sebesar sebesar Rp2.771,18/kg. Harga ratarata tertimbangnya nak 058% atau Rpl7,08/kg
menjadi Rp2.956,08/kg. Harga ratarata beras tertinggi tercatat di kota Jayapura sebesa Rp3.500,-
/kg dan terendah di kota Banda Aceh yakni sebesr Rp2.350,-/kg. Kontribus beras terhadap
inflas pada bulan Juni 1999 addah 0,0318%.

Gambar 4

Perkembangan harga Eceran Beras Medium di Indonesia Tahun 1996/97 —1998/99
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Pengadaan beras ddam negeri oleh BULOG pada bulan Juni 1999 addah sebanyak
243.048 ton setara beras, sehingga secara kumulatif pengadaan beras dalam negeri selama periode
Januari - Juni 1999 addah 1.502.253 ton setara beras. Pengadaan beras ex luar negeri (impor)
oleh BULOG pada bulan Juni 1999 diperkirakan sekitar 230.000 ton.

Redisad penyduran beras pada bulan Juni 1999 addah sebesar 292524 ton. Penyduran
beras ddam Operas Pasar Khusus (OP Khusus) pada bulan Juni 1999 menurut data sementara
dari 18 (delapan belas) proping sebanyak 115.969 ton untuk 59 juta kepda keluarga. Pada bulan
Me 1999 jumlah kepda keduarga yang terjangkau OP Khusus addah 9,12 juta KK dengan
volume beras yang didigtribusikan sebanyak 182.375,2 ton.

[11.2. GULA PASIR

Harga rata-rata gula pasir secara nasona pada bulan Juni 1999 adadah Rp2.523,73/kg
atau turun 538% (Rpl143,55) dibanding dengan harga pada bulan Me 1999. Harga ratarata
tetinggi terjadi di Dili dan Jayspura yakni sebesar Rp3.420,-/kg aau dibandingkan bulan
sebdumnya, mengalami penurunan sebesar 229% di Dili dan kenaikan sebesar 10,32% di
Jayapura Harga terendah terjadi di kota Medan yakni sebesar Rp2.154,-/kg atau turun 5,94%
dibanding bulan sebdumnya. Penurunan harga ratarata gula pasr memberikan sumbangan
terhadap inflas bulan Mel 1999 sebesar -0,0501%.

Gambar 5
Perkembangan Harga Eceran Gula Pasir di Indonesia Tahun 1997 — 1999
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Sesua dengan Keppres Rl No. 19/1998 BULOG tidak lagi meaksanakan pengadaan gula
pasir, sedangkan untuk penyaurannya mash dilakukan untuk menghabiskan sisa stok yang masih
ada. Pengadaan medui impor hanya dilakukan sdlama periode Januari — Februari 1999 sebanyak
98.500 ton. Sedangkan redlisas penyauran pada bulan Juni 1999 addah 60.845 ton, terdiri dari
gula ex ddam negeri sebanyak 20.723 ton dan ex luar negeri sebanyak 40.122 ton. Redisas
penyduran sdama periode Januari — Juni 1999 sshanyak 225.124 ton terdiri dari 126.567 ton ex
impor dan 98557 ton ex ddam negeri. Stok gula pasir di gedung BULOG pada akhir bulan Juni
1999 mencapai sekitar 785.187 ton.

Sgak tanggd 1 Februari 1998 impor gula pasr dibebaskan sehingga depat dilakukan oleh
importer umum (IU) dengan Bea Masuk 0 %. Subsidi gula pasir dilakukan sgjak tanggd 2
September 1998. Hal ini menyebabkan harga di daam negeri terus mengdami penurunan, karena
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dibanjiri olen impor (swesta tertarik melakukan impor). Penurunan harga ini kurang
menguntungkan bagi petani tebu.

Pada tangga 21 Januari 1998 dikeluarkan INPRES 5/1998 yang mencabut INPRES
5/1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat. Tujuan dari dikeluarkannya INPRES
5/1998 addah agar para petani dapat menentukan sendiri jenis tanaman yang dianggep pding
menguntungkan untuk dibudidayakan dan mendorong agar pabrik-pabrik gula merestrukturisas
kegiatan usahanya

Karena kurangnya sosdisas mengenai INPRES 5/1998 tersebut, maka para petani tetap
menanam tebu yang pada bulan Me 1999 mula panen untuk digilingkan ke pabrik-pabrik gula
Penanaman tebu ini sebenarnya kurang menguntungkan karena harga gula impor lebih rendah.
Karena itu sgak tanggd 7 Me 1999 Pemerintah memutuskan untuk menanggung selish harga
pembdian pabrik gula dari petani dengan harga pengadsan gula impor yang lebih rendsh.
Kebijaksanaan untuk membantu petani tebu ini hanya berlaku pada musm giling tahun 1999,
sementara tata niaga gula berlaku seperti semula

Dengan kebijaksanaan ini Pemerintah menanggung harga maksmum Rp2.500,- per
kilogram yang dibayar pabrik gula kepada pabrik tebu, sehingga petani mash akan memperoleh
keuntungan sekitr 10 persen. Harga ini diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dengan
Dewan Gulalndonesia

[11.3. MINYAK GORENG SAWIT

Harga rata-rata minyak goreng curah eks sawit secara nasond pada bulan Juni 1999 adaah
Rp4.144,26/kg yang berarti turun 11,58% (Rp542,56) dibanding dengan harga pada bulan Mei
1999. Harga rataraa tertinggi terjadi di kota Dili yakni Rp7.028,11/kg dan terendah tercatat di
Pdu yakni Rp2.598,60/kg. Penurunan harga ratarata tersebut memberikan sumbangan terhadap
inflas bulan Me 1999 sebesar -0,1122%.

Gambar 6
Perkembangan Harga Eceran Minyak Goreng di Indonesia Tahun 1997 —1999
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[11.4. TEPUNG TERIGU

Harga ratarata tepung terigu secara nasona pada bulan Juni 1999 adalah Rp2.792,10/kg
atau turun 2,04% (Rp58,24) dibanding dengan harga pada bulan Me 1999. Harga tertinggi
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tercatat di kota Jayapura yakni Rp3.500,-/kg atau naik 1,20% dibanding dengan harga pada bulan
ssblumnya. Harga terendah terjadi di Yogyakarta yakni sebesar Rp2.506,67/kg yang turun
1,38% dibanding dengan harga bulan sebdumnya. Penurunan harga ratarata tepung terigu
memberikan sumbangan terhadap inflas bulan Juni 1999 sebesar -0,0007%.

Berdasarkan data sementara, pengadaan tepung terigu pada bulan Juni 1999 diperkirakan
mencapa  70.000 ton. Secara kumulaif pengadean sdama periode Januari — Juni 1999
diperkirakan sebanyak 362.692 ton. Penyduran daam bulan Juni 1999 untuk sementara tercatat
13354 ton, sehingga penyduran sdama periode Januari — Juni 1999 diperkirakan sebanyak
352.635 ton. Stok pada akhir bulan Juni 1999 mencapai sekitar 80.043 ton.

Gambar 7
Perkembangan Harga Eceran Tepung Terigu di Indonesia Tahun 1997 —1999
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Sumber : Laporan Menperindag Pada Sdang Kabinet EKUIN Bulan Juli 1999

[11.5. KEDELAI

Harga kedda raarata secara nasiona pada bulan Juni 1999 addah Rp3.397,67/kg atau
turun 5,78% (Rp208,47) dibanding dengan harga pada bulan sebelumnya Harga tertinggi terjadi
d kota Medan dan Pdu ssbesar Rp5.000,-/kg, sama dengan harga pada bulan sebelumnya
Sedangkan harga terendah terjadi di kota Semarang yakni sebesar Rp 2.000,-/kg.
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Gambar 8
Perkembangan Harga Eceran Kedelai di Indonesia Tahun 1997 — 1999
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Sumber : Laporan Menperindag Pada Sdang Kabinet EKUIN Bulan Juli 1999

Seperti hdnya gula pasr dan tepung terigu, sgak dikduarkannya Keppres Rl No.
19/1998 tentang Tuges Pokok BULOG, meka BULOG tidek lagi mdaksanekan pengadaen
kedda. Untuk menghabiskan dok kedda yang mash ada BULOG mash meakukan
penydurannya. Redisas penyduran kedda pada bulan Juni 1999 addah sebanyak 1.717 ton
merupakan penyauran medui KOPTI ssbanyak 1617 ton sata SATGAS dan untuk indudri
sebanyak 100 ton. Secara kumulatif penyauran sdama periode Januari — Juni 1999 telah
disdurkan sebanyak 103.735 ton yang antara lain mddui SATGAS dan untuk industri sebanyak
27.330 ton dan KOPTI sebanyak 76.405 ton. Stok pada akhir Juni 1999 mencapai sekitar 96.318
ton.

(AVA REFORMASI SEKTOR PERBANKAN DAN RESTRUKTURISASI HUTANG
LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA

IV.1. Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Pdaksanaan penyehatan kondis perbankan secara komprehensf memperoleh prioritas
yang tinggi ddam proses restrukturisas perekonomian Indonesia. Ha ini merupakan prasyarat
yang penting bagi pulihnya dunia ussha. Untuk itulah dibentuk Badan Penyehatan Perbankan
Nasona (BPPN) yang bertujuan untuk menanggulangi kesulitan keuangan pada bank-bank yang
lemah dan memantapkan dengan cepat berfungsinya sistem perbankan yang sehat.

Berdasarkan Keputusan Presden No. 27/1998, BPPN dibentuk sebagai lembaga yang
independen ddam rangka pemulihan perbankan nasiona, dan bertanggung jaweab kepada Menteri
Keuangan Republik Indonesa. Peran BPPN mdiputi ussha-usaha pengembalian sektor perbankan
Indonesia kepada tingkat yang sehat dengan tugas utama memelihara dan mengatur sektor ini
untuk mencapai dandar operas  perbankan internasiond. Pembentukan BPPN  terutama
didasarkan kepada perlunya upaya-upaya untuk meningkatkan sektor perbankan nasiond serta
mengantisipas kriss moneter yang terjadi di  pertengahan tahun 1997. Pembentukan BPPN
sgdan dengan kebijakan pemerintah yang menjamin keamanan uang nasabah yang ada di bank,
karena jaminan pemerintah tersebut juga mdiputi nassbah bank-bank yang berada di bawah
pengelolaan BPPN.

Untuk pemulinan kembai perbankan nasona dan membangun dabilitas serta kekuatan
ekonomi jangka panjang yang sesual dengan kebijakan ekonomi mekro BPPN menetgpkan tiga
strategi sebagal berikut:
www.ginandjar.com
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Untuk menjdankan program normdisss  perbankan, dilakukan upaya identifikas,
pengawasan dan pemulihan kondis bank-bank yang mungkin menggangu keamanan dan
stabilitas sistemn keuangan

Mengawad jdannya program jaminan pemerintah atas dana nasabah

Membentuk Perusahaan Pengdola Asst (Asst Management Company) untuk menyeesaikan
kredit bermasdah

Gambar 9
Resolusi dan Kerangka Kerja BPPN
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Sumber: BPPN

Saat ini reformas sektor perbankan telah masuk ke suatu tahgp yang menentukan.
Strategi untuk mencapal penyelesaian kesduruhan bagi sektor perbankan telah disusun. 7 (tujuh)
bank telah direkapitaisas, 4 (empat) bank pemerintah dimerger, 12 (dua lglas) bank diambil dih,
dan 66 bank dibekukan operasinya Mengena asset bank, AMC telah menerima transfer dari 28
inditus  yang jumlahnya mencapa Rpl80 triliun. Penjudan asst bank pertama tedah
dilaksanakan berupa tagihan kartu kredit Bank Papan Sgahtera Penjudan non-core asset
mencapa Rp133 miliar.

Pada tanggd 8 Juli 1999, BPPN telah membentuk lima perusshaan induk (holding
company) untuk menampung berbagai perusshaan dan aset yang telah didihkan pemegang saham
utama bank-bank BBO dan BTO kemda pemerinteh. Langkah ini  bertujuan untuk
memaksmakan kinerja dan memudahkan restrukturisas  perusahaan. Jumlah perusshaan yang
sudah dan aken didihkan ke dadam perusshaan induk berjumlah 215 perusshaan dari berbaga
indugtri dengan nilai perusahaan mencapal USD10,4 miliar.

IV.2. Restrukturisasi Hutang Luar Negeri Perusahaan Swasta

Dadam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan dengan demikian mengurangi
kemiskinan, pemerintah sangat berkepentingan untuk mempercepat pemulihan sektor riil untuk
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membantu penyehatan kembali sektor perbankan dan  keuangan, dan untuk  meningkatkan
penerimaan pajak bagi perekonomian nasond.

Sdah sau unsur penting ddam rangka pemulihan kembdi perekonomian nasiond addah mddui
suatu wahana di mana perusshaanperusahaan yang sedang menghadapi masdah  bersepakat
dengan para kreditor untuk melakukan restrukturisas, baik terhadap perusshaan maupun hutang
mereka, sehingga perusahaan terssbut memperoleh kembdi akses untuk mendapatkan moda kerja
serta penyetoran modd baru. Dengan demikian perusahaan swasta dapat memberikan kontribus
bagi pertumbuhan ekonomi, mempertahankan dan meningkatkan kesepakatan kerja, serta
menci ptakan sumber penerimaan pajak bagi perekonomian nasiond.

Restrukturisas keuangan dunia ussha sangat penting bagi penyelamatan ekonomi, dan
terkait erat dengan program restrukturisas sistem perbankan. Dengan perkataan lain, dunia usaha
yang sehat perlu bagi sektor perbankan yang sehat. Skim yang disepakati di Frankfurt
menyediskan suatu kerangka bagi restrukturisas utang swasta kepada bank-bank asing secara
sukarda meadui Indonesan Debt Redtructuring Agency (INDRA), dengan persyaratan yang
konsgen dengan kemampuan pembayaran eksterna yang menyeluruh, dan dihargpkan akan
memulihkan arus dana pada dunia ussha dalam negeri.

a. Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA)

INDRA addah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan Keppres No. 95/1998,
lembaga ini merupakan lembaga non-profit yang terpissh dari Bank Indonesia namun beroperas
d bawvah pengawasan Bank Indonesa INDRA bersedia mengambil dih resko nila tukar
(exchange rate risk) namun tidak menanggung segala macam resko komersiad (commercial risk)
dan tidak pula mengambil dih hutang perusshaan Indonesia tersebut. Tujuan INDRA addah
mendukung proses penydesaian hutang luar negeri perusshaan swadta Indonesia mealui
restrukturisas. Program INDRA bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi
para debitur ddam mengembaikan pinjamanpinjaman luar negeri, terutama sdama masa kriss
ekonomi ini. Diharapkan dengan adanya penyelesdan hutang luar negeri vaas meadui program
INDRA ini, permintaan USD ddam jangka pendek akan berkurang, sehingga dapat mengurangi
tekanan terhadap neraca pembayaran sertanilai tukar rupiah.

INDRA pada dasanya hanya berfungs sebaga lembaga (perantard) intermediary dan
sekdigus menyediskan skema atau kerangka kerja bagi penyelesaian utang luar negeri yang
feesble dan manageble. Berdasarkan konsep penyelesdian utang luar negeri medui INDRA,
utang peruschaan swasta akan direstruktur menjadi pinjaman ddam rupiah yang akan dibayar
oeh perusshaan swasta (debitur) ddam jangka waktu minimad 8 tahun. Untuk upaya
restrukturisas sesuai dengan skim INDRA, perusahaan swasta (debitur) harus terlebih dahulu
mencapa kesepakatan dengan kreditur.

Bagi para debitur yang mengdami kesulitan pengadaan vdas untuk mengembaikan
hutang luar negeri di saat kriss ekonomi ini, program INDRA memberikan beberapa dterndtif
yang sanga membantu. Pertama, program ini menghilangkan resiko ketidekstabilan kurs atau
nila tukar dan secara bersamaan memberikan nila tukar terbaik. Kedua, debitur akan diringankan
dengan jangka wektu pembayaran hutang yang diperpanjang menjadi minima delgpan tahun.
Ketiga, debitur akan menerima suku bunga yang menarik sebesar 55% secara riil. Perhitungan
yang digunakan pun menggunakan metode balooning di mana debitur membayar angsuran pokok
dan bunga kecil di awd dan membesar di kemudian hari. Mekanisme yang tidek seperti lazimnya
ini memberikan ruang gerak bagi perusshean yang mendapat kesulitan cash flow ddam jangka
pendek.

Pada bulan Juli 1999, INDRA menawarkan buy-down option kepada para debitur yang
menginginkan nilai tukar sebesar 10% atau 20% lebih rendah dari best exchange rate Namun,
sebaga kompensasinya suku bunga dinaikkan 2,89% atau 6,36% lebih tinggi daripada 5,5% riil
per tahun. PRilihan ini dgpat diperguneken untuk mempebaiki kondis laporan  keuangan
perusahaan.
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b. Prakarsa Jakarta/Jakarta I nitiative

Dalam prosss INDRA, debitur hanya dapat mengikuti skim yang disediakan oleh INDRA
setelah proses restrukturisas hutang selesai. Sedangkan proses restrukturisas itu sendiri terjadi di
luar INDRA. Karena proses ini tidek mudah antara lain karena kurangnya keshlian pihak debitur
ddam meakukan negosias maka diperlukan pihak lain (ddam hd ini Prakarsa JekartalJakarta
Initiative) yang dapat menjembatani dan mempercepat proses negosad itu sendiri. Bantuan teknis
Prakarsa Jakarta juga termasuk melakukan restrukturisas perusshaan, termasuk bantuan teknis
dadam aspek hukum, perpgakan, finangd dan lainnya

Kemguan lebih jauh ddam melakukan restrukturisas perusahaan swasta telah dicapa
ddam pelaksanaan Prakarsa Jekarta. Sampai dengan tangga 7 Juli 1999, telah 7.234 perusahaan
meminta bantuan dari Satgas Prakarsa Jakarta dengan jumlah hutang luar negeri sekitar USD24
miliar. Dalam kerangka Prakarsa Jekarta, tdlah tercgpa 22 kesgpakatan dengan para kreditor,
yang mencakup hutang dalam USD 3 miliar.

Dengan adanya redtrukturisas  hutang-hutang luar negeri  yang pembayarannya
diperpanjang menjadi minimal deapan tahun, maka tekanan terhadap neraca pembayaran
berkurang dan nilai tukar rupiah terhadgp USD menjadi lebih stabil. Dengan demikian reformas
ekonomi dapat |ebih cepat terlaksana bilanilai tukar telah stabil kembdi.

V. REFORMASI BUMN

BUMN sebaga satu penggerak utama perekonomian Indonesia saet ini diharapkan dapat
memberikan peran yang besar, di tengah menurunnya peran swasta ddam perekonomian nasond,
oleh karena itu BUMN harus lebih diberdayakan agar mampu memberikan kontribus yang
signifikan ddam upaya membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.

V.1. Reformasi BUMN Gelombang Pertama

Reformas  BUMN dilakukan ddam dua gdombang gedombang pertama dilakukan
melalui proses.

1. Redrukiurisas (peningkatan pods kompetitif perusshaan medui pengaman fokus bisnis,
perbaikan skala usaha dan penciptaan core competence)

2. Profitisss (peningkatan secara agresf efisens perusahaan sehingga mencapa profitabilitas
dan nila perusahaan yang optimum)

3. Privatisss (peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta asing
maupun domestik untuk akses pendanaan, pasar, teknologi serta kapabilitas tingkat dunia).

Progran  Restrukturisss  saat  ini diprioritaskan  pada  sektor  perbankan  dan
ketenagdlistrikan yang menghadapi beban yang sangat berat scbaga dampak krisis ekonomi.
Bank BUMN, sepeti juga bank-bank lainnya, menghadapi masdah non-performing loan dan
negative spread yang mengakibatken kerugian yang sangat besar. Restrukturisas bank BUMN
meliputi aktivitas @) pembentukan Bank Mandiri, b) restrukturisss Bank BNI, BTN, BRI dengan
cara fokus ulang segmentas usaha, restrukturisas aset, pemulihan aset, restrukturisasi operasiond
dan mangemen resko dan ¢) program rekapitdisas perbankan. Untuk sektor ketenagdistrikan,
akibat dari krisis ekonomi, kelebihan pasok tenaga listrik dan melemahnya nila mata uang rupiah
telah menyebabkan terpuruknya kondis keuangan PLN yang memerlukan restrukturisas yang
menyeluruh. Kedua program tersebut, restrukturisas perbankan dan keistrikan, masih dalam
proses yang dilaksanakan secara konsisten.

Program profitisas, dititik beratkan pada konsolidasi interna yaitu: fokus ulang usaha
(refocus business), peningkatan pendapatan (revenue enhancement), dan pengurangan biaya (cost
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reduction). Sdain itu dilaksanakan pemberdayaan mangemen, penyempurnaan organises dan
korporatisas  perusshaen dan lain-lain  untuk  memungkinkan  BUMN  berkembang - sebagal
perusshaan yang sehat. Hasl yang tdah dicgpa dengan program profitisess ini addah
peningkatan kinerja BUMN yang sangat dgnifikan. Jumlah BUMN yang sehat sekdi meningkat
dari 60% menjadi 68%, sedangkan yang tidak sehat menurun dari 34% ke 14%. Dari segi laba
usahaterjadi peningkatan dari Rp8,5 triliun menjadi Rp17,7 triliun atau meningkat sebesar 107%.

Program privatisss telah dilaksanakan dengan sstem yang kompitif, transparan dan
“auditablé’. Hasll tota privatissd dari tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 sebesar
USD1,039 juta aau Rp9.070 miliar. Kuditas hadl privatisss sangat menggembirakan. Fakta
menunjukkan bahwa harga jud Unit Termind Petikemas Tanjung Priok dan Unit Termind
Petikemas Surabaya misdnya, masing-masing adalah 14 x dan 18 x Price Earning Ratio (PER).
Angka ini addah jauh lebih bak dibandingkan PER perusshaen sgenis di kawasa ASEAN yang
hanya 6,5 X. Pada divestas lanjutan PT Telkom (bulan Me 1999) didapatkan harga yang setara
dengan 254,4 premium dari harga rata-rata 90 hari sebelum transaks.

V.2. Reformasi BUMN Gelombang Kedua

Sebagal  langkah lanjutan dari program  sebelumnya, Reformes BUMN  Gelombang
Kedua meupakan upaya pemberdayaan BUMN secara mendasar dan  drkturd  mdalui
pembentukan perusahaan holding.

Vis Reformas BUMN Gedombang Kedua addah menjadiken BUMN sebaga perusshaan
multinesond Indonesa yang berukuran menengah, terfokus, memiliki core competencies
tertentu. Sebagian BUMN tersebut dihargpkan dapat masuk dalam kategori Fortune 500 sebagai
perusshaan yang berdaya saing dan berdaya cipta nilai tinggi.

Mis program Reformes BUMN Gdombang Kedua addah menjadiken BUMN sebaga
ingrumen untuk @ membantu menyelamatkan ekonomi Indonesa agar dapat kduar dari krisis
melaui percepatan pembayaran hutang Pemerintah dan perbaikan struktur penerimaan negara, b)
menggar ketinggdan daya sang perusshaan Indonesa menuju era Globa 2002 dan ©)
meningkatkan kesgahteraan rakyat Indonesia. Mengingat sangat strategisnya program ini, maka
Pemerintah tdah berketetgoan untuk menjadiken Program Reformas BUMN ini sebaga Agenda
Nasond yang akan mdibatkan semua pihak yang terkait demi kesuksesan pemulihan dan
ketahanan ekonomi nasiond.

Hasl Reformes BUMN Geombang Kedua dihargpkan memberiken kontribus  untuk
memulihkan perekonomian Indonesia dari kriss, medui & peningkatan penciptaan nilai pasar
BUMN (market value creation), yaitu meipatgandekan nila yang sekarang ada, b) perolehan
privatisss untuk mempercagpat pembayaran hutang Pemerintah, ¢) peningkatan penerimaan pagak
dan dividen untuk memperbaiki struktur pendapatan negara dan d) dukungan pada proses
dabilisas ekonomi meaui pemulihan kepercayaan pasar, penguaan nilai rupiah dan peningkatan
kapitdisas pasar modd Indonesia

V.3. Pembentukan Perusahaan Holding BUM N

Dasar pertimbangan pembentukan holding untuk memberikan fokus dan skala usaha yang
ekonomis, menciptakan corporate leverage untuk meningkatkan bargaining  postion,
menciptakan snergi yang optima, merasondisas anak perusshaan, mangemen yang mandiri
dan profesond dengan CEO kelas dunia, serta meningkatkan transparans kinerja melaui  global
benchmarking.

Fungs perusshaan holding terutama addah untuk mendorong proses penciptaan nila
pasar (market value cration), terutama mensubgtitus defisens mangiemen di anak perusshaan,
mengkoordinasiken langkah-langkah untuk mengakses pasar internasionad, mencari  pendanaan
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ekgernd yang lebih murah, mengaokasikan kapita dan melakukan investas dtrategis dan untuk
mengembangkan kemampuan mangemen puncak.

Proses penciptaan nilai akan dicgpa mddui pembentukan holding yang akan dikdola
dengan acuan pada peussthaan multinesond pemimpin industri  seperti Temasek  Holding
(BUMN Singgpura) aau GE Corporation dengan memperhatikan dergat keterkaitan usasha dan
jumlah jenis usaha. Proses penciptaan nilai akan dipercepat dengan proses restrukturissas meldui
konsolidas, radondisaes dan akuids sehingga dengan sinergi yang lebih tinggi didapatkan
efidens yang dapat menciptekan profitanilitas yang optimum. Sedangkan proses privatisas akan
menjadi pendorong utama penciptaan nilai dan persigoan go international.

Privatisss menempuh drategi dengan mengundang investor drategis (drategic investors)
atau dapat dilakukan 1PO bak pada unit ussha maupun holding-nya. Fakta dari proses privatisas
dengn mengundang invedor draegis yang dilakukan sdama ini menunjukkan adanya
peningkatan nila perusshean yang sangat dgnifikan. Kaaupun privatisss mengurangi  pors
kepemiliken ssham pemainteh d BUMN, akan tetapi proyeks pendapatan pemerintah dari
deviden mash akan meningkat karena peningkatan profitabilites. Namun yang lebih penting
pendgpatan pemerintah  dari  penerimaan  pgak akan meningkat secara  Sgnifikan  dan
berkdanjutan sebagal akibat dari peningkatan daya saing dan daya cipta BUMN. Bahkan secara
kesdluruhan penerimaan pemerintah akan lebih tinggi dari penerimaan yang didgpatkan BUMN
seamaini.

Daam proses pembentukan holding di samping terjadi pengurangan perusshaan, juga
dimungkinkan pembentukan perusahaan-peruschaan baru sebagal akibat dari pendalaman core
busness. Sebagai contoh pada holding pertambangan akan dibentuk perusahaan-jperusahaan yang
khusus dan berdiri sendiri untuk menangani produk emas, nikel, bauksit, pasr bes dan logam
mulia sebagai tanggapan atas keinginan pasa.

Pembentukan perusshaan holding akan diikuti kgian lebih lanjut terutama yang terkait
dengan masdah pentahapan, asat-ast yang terkait dengan pengusean pemerintah, aset-aset
BUMN yang bdum dapa dimasukkan dadam perusshaan holding dan  kemungkinan
pengembangan kontrak gain-sharing dengan perusshaan kedlas dunia. Sdain itu akan dikgi pula
implementas  kebijakan sektora, Undang-undang Otonomi Daerah, Undang-undang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Dasrah dan Undang-undang Laangan Praktek Monopoli dan
PersainganTidak Sehat. Penyigpan dan pengkgian program Reformas BUMN terssbut tengah
dilakukan secara intensf medui  pembentukan  kdlompok-kelompok  kerja  bersama-sama
mangemen BUMN. Dadam pembahasan juga meibatkan departemen teknis, Komite Kebijakan
Publik/KKP, para pakar dan konaultan internasiond. Dihargpkan kegiatan ini akan dgpa
disdesaikan pada bulan September 1999.

Keberhaslan Reformas BUMN Gelombang Kedua dihargpkan akan mampu memulihkan
ekonomi dan meningkatkan daya saing perusshaan Indonesia. Tidak mustahil gpabila 10 holding
BUMN tdah menjadi perusshaan Keas Dunia, tingkat hutang Indonesa akan menjadi rendah,
struktur penerimaan negara akan membalk, prasrana dan sarana umum akan dikdola secara
efiden, dan pasar moda Indonesia akan berkembang menjadi sdah satu yang terbesar di Asa

Dengan berkurangnya utang luar negeri, maka APBN akan banyak dibdanjakan untuk
kesgahteraan rekya ddam bentuk peningkaian bdanja pendidikan, keshatan dan prasaran
umunvsosid. Keberhaslan reformas BUMN Geombang Kerua akan menghasilkan  ketersediaan
barang dan jasa dengan harga kompetitif, perluasan kesempatan kerja mddui berkembangnya
kemitraan dengan UKM dan investas baru swasta, domestik dan asng akan mengdir kembdi
akibat pulihnya kepercayaan. Sdain itu kepemiliken aset produktif nasionad akan semakin meluas
ke masyarakat banyak.
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V1. PERKEMBANGAN EKSPOR, IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN
V1.1 Perkembangan Ekspor

Nila totd ekspor Indonesia bulan Me 1999 mencgpa USD4.056,2 juta atau meningkat
sebesar 5,33% dibandingkan ekspor bulan April 1999 sebesar USD3.850,9 juta. Totd ekspor ini
terdiri dari ekspor migas USD681,8 juta dan non migas USD3.374,4 juta. Kenaikan ekspor pada
bulan Mé ini memberikan tandatanda postif terhadap perkembangan ekspor sebab bulan-bulan
sebdlumnya ekspor cenderung menurun. Namun demikian, penguatan rupiah terhadep dolar
Amerika yang terjadi secara tgam pada bulan Juni 1999 dihargpkan tidak kontra produktif
terhadap perkembangan ekspor bulan-bulan mendatang. Perkembangan ekspor dihargpkan lebih
dipengaruhi perilaku di sektor riil dan kondis ekonomi negara mitra degang.

Secara kumuletif, ekspor Indonesa sdama periode JanuarkMe 1999 mencapa
USD18.0729 juta, terdiri dari migas USD3.192,9 juta dan non migas USD14.880,0 juta, yang
berarti masih menunjukkan penurunan 10,03% dibanding periode yang sama tahun 1998.

Tabel 3
Nilai Ekspor Indonesia Selama Periode Januari —Mei 1998 dan 1999

Nilai CIF (Juta USD) % Perubahan | 72 Perubahan | % Peran

Mei 99 Jan-Mei 98 | Jan-Mei 99 April 99 thd 98 Janégl’\/lei
Total Ekspor 4.056,2 20.087,8 18.072,9 5,33 -10,03 100,00
Migas 681,8 34357 3.192,9 6,23 -7,07 17,67
- minyak mentah 359,3 1.407,1 1.555,5 8,85 10,55 8,61
- hasil minyak 824 337,8 284,3 36,42 -15,84 157
- OB 240,1 1.690,8 1.353,1 -4,46 -19,97 7,49
Non Migas 3.374.4 16.652,1 14.880,0 5,15 -10,64 82,33

Sumber:  BeritaResmi Statistik Bulan Juli 1999 Badan Pusat Statistik

Penurunan ekspor ddam lima bulan pertama ini terutama dipengaruhi oleh penurunan
ekspor non migas dari USD16.652,1 juta tahun yang ldu menjadi USD14.880,0 juta aau turun
10,64%. Demikian pula ekspor migas turun sebesar 7,07% menjadi USD3.1929 juta. Peranan
ekgpor non migas selama lima bulan pertama tahun 1999 sebesar 82,33% atau lebih kecil 0,57
poin hila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan peranan ekspor
migas sebesar 17,67% diperoleh dari minyak mentah 8,61%, hasil minyak 1,57% dan gas 7,49%.

V1.2 Perkembangan I mpor

Nila impor Indonesa bulan Me 1999 mash mengdami penurunan 6,06% dibanding
impor bulan sebelumnya menjadi sebesar USD1.993,5 juta. Dengan demikian secara kumulatif,
nila impor sdama periode Januari-Me 1999 mencapa USD9.6730 juta yang berarti turun
13,26% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara persentase penurunan
impor migas lebih besar daripada non migas. Nila impor migas menurun 16,44% terhadep
periode Januari-Mei 1998, sedangkan impor non migas menurun 12,84%.
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Tabel 4

Nilai Impor Indonesia Selama Periode Januari —Mei 1998 dan 1999

Nilai CIF (Juta USD) % Perubahan | % Perubahan | % Peran
Mei 99 | Jan-Mei 98 | Jan-Mei 99 99 thd 98 Jan- Mei
99

Total Impor 1.9935 11.152,2 9.673,0 -6,06 -13,26 100,00
Migas 179,3 1.316,0 1.099,6 -19,23 -16,44 11,37
- minyak mentsh 94 3931 556,8 -33,15 41,64 5,76
- hesl minyak 79,9 916,5 542,5 9,15 -40,81] 5,61
- g5 00 64 03 - 95,31 0,00
Non Migas 1.814,2) 9.836,2 85734 -4,53 -12,84 88,63

Sumber:  BeritaResmi Statistik Bulan Juli 1999Badan Pusat Statistik

Penurunan impor migas sebesar 16,44% disebabkan oleh adanya penurunan impor hasl
minyak sebesar 40,81%, dan impor gas sebesar 9531%, meskipun impor minyak mentah
meningkat sebesar 41,64%.

Perkembangan impor menurut golongan barang ekonomi  menunjukkan bahwa impor
barang konsums secara konssten terus meningkat, sedangkan impor bahan baku/penolong dan
barang moda menurun. Sdama Januari-April 1999 impor barang konsums mencapa USD726,2
juta aau naik sebesar 66,56% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan impor
bahan baku/penolong hanya mencgpa USD5.7194 juta atau turun 14,45% dan impor barang
moda mencgpa USD1.233,9 juta atau turun 38,52%.

V1.3 Perkembangan Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan bulan Me 1999 mengdami surplus sebesar USD2.062,7 juta, terdiri
dari surplus neraca perdagangan migas USD502,5 juta dan non migas USD1.560,2 juta. Surplus
neraca perdagangan bulan Me 1999 meningkat sebesar 8,80% terhadap bulan Me 1998, surplus
neraca perdagangan migas naik 13,76% dan surplus non migas naik sebesar 7,29%.
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Gambar 10
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Sumber: BPS diolah oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Neraca perdagangan periode JanuarkrMe 1999 mengdami surplus sebesar USD8.399,9
juta, terdiri aas surplus migas USD2.093,3 juta dan non migas USD6.306,6 juta. Surplus neraca
perdagangan Januari-Mei 1999 turun sebesar 1,25% terhadap periode Januari-Me 1998, surplus
migas turun 1,25% dan surplus non migas turun sebesar 7,47%. Grafik perkembangan ekspor dan
impor dapat dilihat pada Gambar 10.

VII. PERKEMBANGAN INVESTAS

Sdama periode Januari 1999 sampa dengan Juni 1999 minat investas yang telah
disstujui pemerintah, balk dadam rangka PMDN maupun PMA dgpa dikemukakan sebaga
berikut:

VII.1. Penanaman Modal Dalam Negeri

Selama tahun 1999 (sampa dengan tanggd 15 Juni 1999), gambaran persetujuan
penanaman moda dalam negeri adaah sebagai berikut:

= Jumlah proyek: 96 (jumlah proyek yang berorientas ekspor addah 45 proyek dengan nila
ekgpor USD967,2 juta)

= Nila investad: Rp 11.520,9 milyar
= Jumlah tenaga kerja Indonesia: 54.593 orang

www.ginandjar.com
24



Tabel 5
Nilai Investasi Persetujuan PMDN Menurut Lokasi (1 Januari— 15 Juni 1999)

L okasi Jumlah | nvestas Prosentase
Proyek  (Rp Miliar)

JAWA 46 7.971. 69,19 %
SUMATERA 21 2.217,2 19,25%
KALIMANTAN 4 148,8 1,29%
SULAWES 13 1.095,8 9,51 %
_I?ﬁ\rl{ulrdm Indonesia 12 87,6 0,76 %
Total 96 Rp11.520,9 100,00%

SQunber: Diolah dari Pokok-pokok Materi Bidang Investas yang Dilaporkan pada Sdang
Kabinet EKUIN bulan Juli 1999

Bidang usaha yang banyak diminati addah Industri makanan, Industri barang logam,
Perkebunan, Industri Kimia, dan Angkutan, Gudang & Teekomunikas. Ditinjau dari penyebaran
lokasinya, persetujuan investas proyek PMDN di Pulau Jawa ddam tahun 1999 addah sehesar
69,19%, dan di KTI sebesar 11,2% dan seperti pada Tabel 5 dan Gambar 11.

Gambar 11
Proporsi Investasi PMDN Menurut L okasi
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Sumber: Diolah dari Pokok-pokok Materi Bidang Investas yang dlaporkan pada Sidang Kabinet
EKUIN bulan Juli 1999

VII1.2. Penanaman Modal Asing

Gambaran persetujuan penanaman modd asing sdlama tahun 1999 sampai dengan tangga
15 Juni 1999 adalah sebaga berikut:
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Tabel 6
Nilai Investasi Persetujuan PMA Menurut Lokasi (Mei 1998 s.d. Juni 1999)

Lokasi Jumiah | nvestas| Prosentase
Proyek (ribu USD)

JAWA 345 1.236,7 69,12%
SUMATERA 56 329 18,39%
KALIMANTAN 7 1233 6,89%
SULAWES 12 31,5 1,76%
BALI den Indonesia 63 68,6 383%
Total 433 $1.798,1 100,00%

SQumber:  Diolah dari Pokok-pokok Materi Bidang Investas yang dilaporkan pada Sdang
Kabinet EKUIN bulan Juli 1999

= Jumlah proyek: 483 (jumlah poyek yang berorientas ekspor addah 311 proyek dengan nila
ekspor sehesar USD 59.875,4 juta)

= Nila investas: USD 1.798,1 juta
= Tenagakerjalndonesia: 173.540 orang

Bidang ussha yang banyak diminati adalah Perdagangan, Industri Tekstil, Jesa lainnya,
Angkutan, Gudang & Telekomunikas, dan Industri Kimia. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel
6.

VIII. PERKEMBANGAN PARIWISATA

Sgak akhir tahun 1997 sampa dengan saat ini, akibat terjadinya berbaga ggolek sosd
dan politik, stuas dan kondis nasiona kurang menguntungkan bagi kepariwisataan. Sdlama
tahun 1998 kunjungan wisman mengdami penurunan hampir 1 juta atau turun 18,41% terhadap
tahun 1997. Penurunan sebesar kurang lebih 17% atau menjadi USD 4.401,72 juta pada tahun
1998 dibanding USD 5.321,46 pada tahun 1997 juga terjadi pada penerimaan devisa dari sektor
pariwisata

VII1.1. Jumlah Kunjungan Wisman

Setelah mengalami kenaikan sebesar 3,16% dan 11,29% pada bulan Februari 1999 dan
Maret 1999, jumlah kunjungan wisman meladui 13 (tiga belas) pintu masuk pada bulan April dan
Me 1999 kembdi mengaami penurunan sebesar —10,25% dan -1,73% dibandingkan jumlah
wisman bulan sebdumnya. Jumlah wisman tercatat sebesar 300.511 orang pada bulan Me 1999,
sedangkan pada bulan April tercatat sebesar 305.814 orang.

Kegigtan kampanye Pemilu yang sebagian besr dilaksanskan pada bulan Me 1999
sedikit banyak telah berpengaruh pada jumlah wisman yang datang ke Indonesia Namun
demikian hila dibandingkan dengan jumlah wisman pada bulan yang sama tahun sebelumnya,
terjadi peningkatan yang sangat tgjam yaitu sebesar 22,85%. Secara kumulatif jumlah wisman
sdama periode JanuarFMe 1999 juga mengdami kenakan sebesr 8,24% menjadi 1.550.048
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orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Kenakan dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebedumnya sebesar 22,85% ini
cukup menggutkan mengingat kondis pada bulan Me 1999 dinila cukup rawan dengan
dilaksanakannya Kampanye Pemilu 1999. Diperkirakan, wisman mula dapat membaca situes
yang riil tentang kondis Indonesa yang tidak seburuk dugaan sebelumnya. Diperkirakan dalam
periode pasca pemilu akan terjadi kenaikan-kenaikan yang cukup berarti. Terlebih lagi jika kesan
dari kondis Jekartayang sdamaini kurang positif dari agpek keamanan bisa dipulihkan kembdi.

Dilihat dari kesduruhan pintu masuk pada bulan Me 1999, persentase kenaikan wisman
terbesar selama bulan Januari-Mel 1999 terjadi di Mataram sebesar 54,66%, diikuti oleh Ngurah
Ra Bdi 2551%, dan Batam sebesar 19,52%. Khusus untuk Batam, jumlah wisman yang datang
sebagian besar berasal dari Singapura.

Ketika sebagian pintu masuk mengdami  kenaikan jumlah wisman, pintu  masuk
Hasanuddin, Adi Sumarmo dan Entikong justruk mengdami penurunan yang sangat tgjam,
masing-masing sebesar 60,65%, 51,79%, dan 4,28%. Nak turunnya jumlah wisman yang datang
ke Indonesa sangat terkait dengan perkembangan sosid, politik dan keamanan di ddam negeri
dadam ati suhu politik dan ggolak sosd yang meningkat dapat menjadi kontra produktif bagi
jumlah wisman yang berkunjung.

Gambar 12

Fluktuasi Bulanan Kunjungan Wisman Tahun 1997-1999
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Sumber: Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya Bahan Sdang Kabinet EKUIN
Bulan Juli 1999

VI1I1.2. Perolehan Devisa Sektor Pariwisata

Berdasarkan kunjungan wisman pada bulan Me 1999, meka devisa yang diperoleh dari
wisman yang berkunjung ke Indonesa yang masuk medui 13 pintu diperkirakan mencapa +
USD 281,04 juta

Perolehan devisa dari sektor Pariwisata mddui kunjungan wisman yang masuk dari 13
pintu utama pada bulan Me 1999 diperkirakan sebesar + USD 281,04 juta dan secara kumulatif
sdama peiode Januai-Me 1999 diperkirekan sebesr + USD1.449,62 juta Dibandingkan
dengan bulan Me 1998, perolehan devisa ini mengalami kenaikan sebesar 22,19% dan secara
kumulatif terjadi kendkan sebesar 7,65%.
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Tabel 7
Perbandingan Perolehan Devisa dari PariwisataTahun 1998-1999

BULAN 1998 1999 - (%)
(JutaUSD) (Juta USD)

Januari 288,97 277,58 -39
Februari 261,71 286,36 94
Maret 27543 31864 157
April 290,37 286,00 -15
Mel 229,99 281,04 22,2
Jan-M ei 1.346,48 1.449,62 7,7
Juni 241,02
Juli 310,48
Agusius 355,68
September 326,22
Oktober 336,80
November 301,96
Desember 320,01
Jan-Des 3.539,66

Sumber:  Depatemen Paiwisata, Seni dan Budaya Bahan Rakor EKUIN Bulan
Juni 1999

IX. LAJU PERTUMBUHAN PDB
[ X.1. Pertumbuhan Ekonomi Selama Triwulan I Tahun 1999

Sekurang-kurangnya ada tiga perisiwa yang ikut mewarnai perkembangan perekonomian
Indonesia pada triwulan kedua tahun 1999. Pertama, dtabilitas keamanan baik sbelum maupun
sesudah Pemilu yang tampaknya mampu menciptakan iklim yang kondusif dan sangat postif
terhadap gerak perekonomian nasiond. Kedua, penguatan nila tukar rupiah terhadap dolar
Amerika yang ternyata mampu mendukung perkembangan ekonomi Indonesia sdlama triwulan 11
tahun 1999. Ketiga, terdapat kecenderungan menurunnya suku bunga, terutama pada bulan
terakhir triwulan 11, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil
pada tahun 1999.

Berdasarkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan 1993 tercatat
bahwa sdama triwulan |1 tahun 1999 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 0,47% terhadap
triwulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan triwulan |l tahun 1998, PDB harga konstan
pada triwulan Il tahun 1999 meningkat sebesar 1,82%. Tetapi masih terdapat tiga sektor yang
mengaami  penurunan, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusshaan yang menurun
sebesar 8,54%, sektor perdagangan —4,27%, dan sektor pengangkutan dan komunikas menurun
sebesar 1,35% terhadap PDB triwulan 11 tahun 1998. terjadi penurunan sebesar 0,27% terhadap
PDB Triwulan 111 1998.
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Tabel 8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Menurut Lapangan Usaha (Persentase)

Triwll1 1999  Triw Il 1999
Lapangan Usaha terhadap terhadap
Triwl 1999  Triw Il 1998

(1) (2 (3)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,

dan Perikanan 328 745
2. Pertambangan dan Penggdian 0,55 151
3. Indudri Pengolahan 0,90 5,80
4. Ligrik, Gas, dan Air Bersh 1,99 0,05
5. Bangunan -4,86 0,08
6. Perdagangan, Hotdl, dan Restoran 3,33 -4.27
7. _Pengangkutan dan Komunikes 2,53 -1,35
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Persh 0,59 8,54
9. JasaJasa 3,42 3,85
Produk Domestik Bruto 0,47 1,82
Produk Domestik Bruto tanpaMigas 0,86 1,87

Sumber: Berita BPS 1 Juli 1999

[X.2. Laju Pertumbuhan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1999

Secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 1999 dipredikskan sudah mampu
menahan lgu pertumbuhan negatif. Ha ini dicerminkan oleh perkembangan PDB sdama triwulan
pertama dan kedua tahun 1999. Berbaga faktor seperti penguatan nila rupiah, penurunan suku
bunga bank, pemantapan dabilitas dan keamanan serta faktor pogtif lainnya dihargpkan akan
teeus memiliki pengaruh pogtif terhadgp iklim bisnis sdama tahun 1999, dan mampu
menggulirkan kembdi roda perekonomian Indonesia

Berdasarkan perkembangan terakhir, PDB Indonesa pada tahun 1999 diprediksikan akan
mampu mencapal sekitar Rpl.075 triliun ates dasar harga berlaku. Angka ini menunjukkan
peningkatan hampir 14% dari PDB tahun 1998 yang hanya Rp943 triliun. Keadaan ini tampak
jelas digambarkan pada penilaan PDB dengan menggunakan harga konstan 1993. PDB Indonesa
tahun 1999 aas dasar harga kongan 1993 diperkirakan sekitar Rp377 triliun atau hanya
meningkat sebesar 0,13% dari PDB tahun 1998. Waaupun mash sangat rendah, pertumbuhan
ekonomi  tersebut dihargokan mampu menjadi momentum  bangkitnya kembai  perekonomian
Indonesia
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Gambar 13
Selisih Perkembangan PDB Terhadap Triwulan Sebelumnya
Selama Periode Tahun 1997 - 1999
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Bila dilihat lebih rinci, mash ada dua sektor yang diprediks akan tumbuh negatif dalam
tahun 1999, yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusshaan yang menurun sebesar —-9,20%
dan sektor pertambangan dan penggdian sebesar —1,04%, sedangkan sektor ekonomi lannya
mampu tumbuh positif. Sementara itu di antara sektor-sektor yang mengalami  pertumbuhan
positif, sektor listrik, gas dan air bersh, dan sektor pengangkutan dan komunikas merupakan
sektor yang mengalami pertumbuhan relatif tinggi, yaitu masingmasing sebesar 3,28 dan 3,29%.
Tingkat pertumbuhan ekonomi untuk sektor-sektor lainnya secara berturut-turut adalah sektor
jasajasa 2,26%, sektor pertanian 1,17%, sektor perdagangan, hotd dan restoran 0,76%, sektor
industri pengolahan 0,37%, dan sektor bangunan 0,11%.

Krigs ekonomi yang teah terjadi ddam dua tahun terakhir ini ternyata telah
menyebabkan pergeseran sruktur PDB Indonesia pada tahun 1998 dan 1999. Sektor pertanian
yang ssbdumnya semekin menurun  peranannya  dadam  pembentukan PDB mengdami
peningkatan dari 16,09% pada tahun 1997 menjadi 19,54% di tahun 1998 dan diperkirakan akan
menjadi 19,41% di tahun 1999. Sektor industri peranannya berfluktuas dari 26,79% di tahun
1997 menjadi 24,87% dan 26,97% pada tahun 1998 dan 1999.

Berlavanan dengan sektor-sektor tersebut di atas, peranan sektor-sektor lainnya seperti
sektor  pertambangan dan penggdlian dan sektor lembaga keuangan, persawaan dan jasa
perusahaan justru mengaami penurunan.

I X.3. PDB Menurut Penggunaan dan Pendapatan per Kapita

Dibandingkan triwulan pertama tahun 1999, pengedluaran konsums rumah tangga pada
tiwulan 11 1999 meningkat sekitar 045%. Hd ini terutama disebabkan membaiknya
perekonomian yang mengekibatkan meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Tetgpi  bila
dibandingkan dengan konsums pada triwulan 11 tahun 1998, pengduaran konsums rumah tangga
turun sekitar 1,93%.

Sebagal akibat dari berangsur pulihnya perekonomian Indonesia pada triwulan 11 tahun
1999, Kkegiatan-kegiatan pemerintah terutama yang berkaitan dengan kegiaiankegiatan rutin
mulai banyak dilaksanakan. Dibandingkan triwulan yang sama tahun 1998, pengduaran konsums
pemerintah tahun 1999 mengaami kenaikan sekitar 5,05%.
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PDB per kapita pada tahun 1999 diperkirakan mencapa Rp5,2 juta. Secara nomind PDB
per kapitaini meningkat sekitar 13,04% dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 1998,

X. PERKEMBANGAN DI BIDANG HUKUM

Kebijaksanean Reformas Pembangunan di bidang Ekonomi mdiputi  Penanggulangan
Kriss dan Pdaksanaan Reformas. Penanggulangan krisis akan degpa berhad| gpabila nila tuker
yang dabil dan wagar terwujud, tingkat suku bunga terkenddi, lgu inflas dapat ditekan,
restrukturisas dan penyehatan perbankan terlaksana, terciptanya mekanisme penyelesaian hutang
swadta, tersedianya sembilan bahan pokok dan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat dan
kegiatan produks dihidupkan kembdi, terutama yang berbasis ekonomi rakya serta berorientas
ekspor.

Peaksanaan reformas di bidang ekonomi diwujudkan mddui kebijaksanaan makro dan
mikro yang trangparan. Lembaga keuangan terutama di sektor perbankan dibenahi, perekonomian
berjalan secara efisen dan kompetitif tanpa berbagai praktek monopoli. Pemerintah harus benar-
benar transparan ddam pengelolaan ussha agar korups, kolus dan nepotisme yang merugikan
rekya dapat didiminas semakima mungkin. Penyelenggaraan otonomi daerah, perimbangan
keuangan pusat dan daerah harus segera dilakukan.

Sebagai dasx yang kuat ddam meredisaskan agenda penanggulangan kriss dan
reformasi di bidang ekonomi tersebut di atas, diperlukan pengubahan, pencabutan, pembaruan,
dan penegakan sdluruh peraturan dan perundangan yang terkait.

Produk peraturan dan perundangan di bidang ekonomi dalam bentuk UndangUndang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruks Presden yang telah dihasilkan sdama
Kabinet Reformas Pembangunan meiputi 10 (sepuluh) Undang-Undang, 46 (empat puluh enam)
Peraturan Pemerintah, 112 (seratus dua belas) Keputusan Presiden dan 10 (sepuluh) Instruks
Presiden.
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